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ABSTRAK 

 

PENGELOLAAN PERKEBUNAN SINGKONG DALAM  

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH 

(Studi Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak  

Tuha Lampung Tengah) 

 

Oleh : 

CHIKA RISKI WULAN FEBIANTI S. 
NPM. 14123939 

 

Akad kerjasama pengolahan tanah untuk ditanami singkong antara pemilik 

tanah dan penggarap adalah pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada 

pihak penggarap dengan sistem bagi hasil. Akad yang terjadi di Desa Bukit Baru 

Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah dilakukan atas dasar kepercayaan, tidak 

ada perjanjian secara tertulis. Sistem bagi hasil lama yang sampai sekarang masih 

juga dipakai yakni paron dan mertelu. Masalah yang mungkin terjadi dari 

kerjasama paron dan mertelu, misalnya kelalaian penggarap sawah yang tidak 

sungguh-sungguh dalam menggarap dan berdampak pada hasil dengan kualitas 

yang rendah, dan juga persoalan di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha 

Kabupaten Lampung Tengah yakni tidak semua masyarakat memiliki lahan cukup 

luas dengan adanya  kerjasama paron ini dapat membantu menambah pendapatan 

para petani. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan perkebunan 

singkong dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bukit Baru 

Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.  

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sumber data berasal 

dari pemilik lahan, pengelola kebun singkong dan beberapa warga Desa Bukit 

Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, sumber data 

lainnya yakni buku dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian 

ini. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah 

data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha 

Lampung Tengah pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru sudah 

sesuai dengan hukum ekonomi syariah yakni didasarkan atas prinsip keadilan, 

prinsip pemilikan, prinsip al-maslahah, prinsip perwakilan, prinsip kejujuran dan 

kebenaran, serta prinsip ihsan dan prinsip pertanggung jawaban. Pengelolaan 

perkebunan singkong di Desa Bukit Baru dilakukan dengan pembagian hasilnya 

menggunakan persentase atau menggunakan istilah sistem maro dan mertelu. 

 

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah & Pengelolaan Perkebunan Singkong 
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MOTTO 

 

 

 

نْ يَا وَرَفَ عْنَا بَ عْضَهُمْ   فَ وْ ََ أهَُمْ يَ قْسِمُونَ رَحْْةََ ربَِّكَ نََْنُ قَسَمْنَا بَ يْ نَ هُم مَّعيِشَتَ هُمْ فِ الْْيََاةِ الدُّ
 بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِتَّخِذَ بَ عْضُهُم بَ عْضاً سُخْريِاًّ وَرَحَْْتُ ربَِّكَ 

رٌ مَِِّّّا يََْمَعُونَ ﴿  ﴾٢٣خَي ْ
Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,  

dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian  

yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka  

dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan  
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa  

yang mereka kumpulkan.  

(Q.S. Az-Zukhruf: 32)
1
 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

muamalah menurut perspektif Islam adalah tukar manukar barang atau 

sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, 

sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, 

berserikat dan usaha-usaha lainnya.
2
 

Pada kaidah fikih muamalah akad kerjasama dibidang pertanian terbagi 

menjadi tiga, yaitu akad musaqah, muzara’ah dan mukhabarah. Pada akad 

kerjasama musaqah, mukhabarah, dan muzara’ah dari segi hukum, rukun dan 

syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya ulama 

Hanafiyyah, ulama Malikiyyah, ulama Syafi‟iyyah, ulama Hanabilah. Empat 

mazhab ini menjadi rujukan  mengenai hukum fikih untuk ummat muslim. 

Muzara’ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau 

ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau 

seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik 

tanah.
3
 

Muzara’ah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama 

ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang 

diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang 

diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila dalam 

                                                             
2
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2010), 278. 

3
 Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, “Muzara‟ah (Perjanjian Bercocok 

Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam)”, dalam Jurnal Hukum Samudra 

Keadilan, Vol. II, No. 2, 2016, 221 



2 

 

kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini 

disebut dengan mukhabarah.
4
 

Berkenaan dengan akad muzara’ah ini, Al-Qur‟an telah menjelaskan 

sebagai berikut: 

نْ يَا وَرفََ عْنَا بَ عْضَهُمْ  هُمْ فِ الْْيََاةِ الدُّ هُم مَّعِيشَت َ ن َ  فَ وْ ََ أىَُمْ يَ قْسِمُونَ رَحَْْةَ رَبِّكَ نََْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ
َّا يََْ  رٌ مِّّ  ﴾٢٣مَعُونَ ﴿بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِ تَّخِذَ بَ عْضُهُم بَ عْضاً سُخْريًِّّ وَرَحَْْتُ رَبِّكَ خَي ْ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 

dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas 

sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka 

dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az-Zukhruf: 32)
5
 

 

Mengenai ayat tersebut Imam Ibnu Katsir menafsirkan sebagai berikut: 

Perkaranya bukanlah dikembalikan kepada mereka, akan tetapi kepada 

Allah SWT. Dan Allah lebih mengetahui kepada siapa Dia jadikan 

risalah-Nya, karena Dia tidak menurunkannya kecuali kepada 

makhluk-Nya yang hati dan jiwanya paling bersih, serta keluarganya 

paling terhormat dan asal-usulnya paling suci. Kemudian, Allah SWT 

berfirman memberikan penjelasan bahwa Dia memberikan tingkatan 

kepada para makhluk-Nya tentang harta, akal dan pemahaman yang 

diberikan kepada mereka serta berbagai daya, lahir dan bathin. Maka 

Dia berfirman عِي شَتهَُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَانَحْنُ قَسَمْنَا بيَْنَهُم مَّ  “Kami telah menentukan 

antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia”.
6
 

 

Selanjutnya, mukhabarah ialah kerja sama pengolahan pertanian antara 

lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian 

kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu 

(persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk 

kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa 

                                                             
4
 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2013), h. 240-241 
5
 Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32 

6
 Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsiir, Terj. M. Abdul Ghoffar & Abu Ihsan Al-Atsari, 

Jilid 7, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2004), 286-287 



3 

 

hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik 

tanah.
7
 

Adapun musaqah adalah menyerahkan pada orang yang merawat, 

menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah 

siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan 

pengelolaan. Berdasarkan hukum musaqah, petani bertanggungjawab pada 

lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap 

diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu 

dari hasil panennya.
8
 

Akad kerjasama pengolahan tanah untuk ditanami singkong antara 

pemilik tanah dan penggarap adalah pemilik lahan memberikan sebidang 

tanah kepada pihak penggarap dengan sistem bagi hasil. Akad yang terjadi di 

Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah dilakukan atas 

dasar kepercayaan, tidak ada perj ianjian secara tertulis. Dalam pelaksanaan 

kerjasama bagi hasil kebun singkong, pemilik kebun memberikan lahan 

kepada penggarap untuk ditanam ii singkong sampai menghasilkan buah. 

Untuk pupuk dan keperluan penggarapan diserahkan semuanya kepada 

penggarap karena yang lebih tahu i pupuk dan obat-obatan apa saja yang 

diperlukan. Adapun dalam pembagian hasil kerjasama yang diperoleh dari 

                                                             
7
 Muhammad Sholahuddin, Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari’ah, 

(Jakarta: IKAPI, 2011), hlm. 108. 
8
 Shania Verra Nita, “Kajian Muzara‟ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam 

Islam)”, dalam Jurnal Qawanin, Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember 2020), 241 
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hasil kebun singkong tersebut tida iklah berupa jumlah buah yang diberikan, 

akan tetapi dalam bentuk uang dari hasil penjualan singkong setelah dipanen.
9
 

Sistem bagi hasil lama yang sampai sekarang masih juga dipakai yakni 

paron dan mertelu. Isilah bagi hasil paron adalah bentuk besaran imbangan 

bagi hasil dengan menggunakan perbandingan 1:1 yakni 50% hasil untuk 

pemilik lahan pertanian dan 50% hasil untuk petani penggarap dengan 

ketentuan pupuk yang digunakan berasal dari pemilik lahan pertanian. 

Adapun istilah bagi hasil mertelu adalah bentuk besaran imbangan bagi hasil 

dengan menggunakan perbandingan 1/3 hasil untuk pemilik lahan pertanian 

dan 2/3 hasil untuk petani penggarap. 

Masalah yang mungkin terjadi dari kerjasama paron dan mertelu, 

misalnya kelalaian penggarap sawah yang tidak sungguh-sungguh dalam 

menggarap dan berdampak pada hasil dengan kualitas yang rendah, dan juga 

persoalan di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung 

Tengah yakni tidak semua masyarakat memiliki lahan cukup luas dengan 

adanya  kerjasama paron ini dapat membantu menambah pendapatan para 

petani.  

Sistem bagi hasil yang ada pada Desa Bukit Baru antara pemilik lahan 

dan pengelola akan dibagi dua atau dibagi tiga untuk kerjasama benih atau 

modal dari pemilik lahan ataupun pekerja, jika benih berasal dari petani 

(penggarap) bagi hasil yang diperoleh sepertiga untuk pemilik lahan. 

Terkadang hasil dari bertani tidak sebanding dengan usaha penggarap dalam 

                                                             
9
 Wawancara dengan Bapak Juwanto selaku pemilik lahan pada tanggal 13 September 2019 
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mengelola lahan, karena yang menentukan maju mundurnya suatu usaha 

adalah pengelola. 

Praktik yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan akad perjanjian. 

Sebeluimnya pemilik tanah sudah membuat suatu perjanjian dengan 

penggarap, bahwa pemeliharaan dan perawatan untuk bibitnya ditanggu ing 

oleh penggarap. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa untuk bagi hasilnya 60% 

untuk pengelola, da in 40% untuk pemilik tanah. Perjanjian kerjasama bagi 

hasil yang terjadi antara pemilik tanah dan penggarap tersebut dilakukan 

secara lisan dan tanpa dihadiri saksi, hanya berdasarkan asas suka sama suka. 

Selain itu, tidak adanya perjanjian mengenai batasan waktu kerjasama 

menurut peneliti dapat menimbulkan ketidakpastian. Selain itu, terkadang 

dalam pembagian hasil, petani tidak memberikan pembagian hasil sesuai 

ketentuan yang telah disepakati.
10

 

Apabila melihat model kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Bukit Baru tersebut mengindikasikan bahwa kerjasama dalam 

pengelolaan kebun singkong merujuk pada kerjasama muzara’ah. Walaupun 

masyarakat dalam praktiknya menggunakan istilah paron atau mertelu, akan 

tetapi melihat sistem pembagian hasilnya dan akad kerjasamanya sama 

dengan perjanjian pada kerjasama muzara’ah. 

Praktik yang terjadi di Desia Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha 

Lampung Tengah tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan perjanjian bahwa 

seluruh hasil panennya dibagi denga in pemilik tanah. Perilaku yang dilakukan 

                                                             
10

 Pra survei di Kebun Singkong Desai Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten 

Lampung Tengah pada tanggal 13 September 2019 
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oleh pengelola tanah seakan-akan me ingandung unsur penipuan karena dalam 

pembagian hasilnya tidak ada keterbukaan. 

Berdasarkan latar belakang di iatas penyusun tertarik lebih lanjut untuk 

meneliti tentang konsep akad kerjasama muzaraah dengan judul “Pengelolaan 

Perkebunan Singkong dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi 

Kasus di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah)”. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar bel iakang di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas adalah “Bagaimana pengelolaan perkebunan singkong di Desa 

Bukit Baru Kecamatan Ana ik Tuha Lampung Tengah perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian adalah untuk imengetahui pengelolaan perkebunan 

singkong dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bukit Baru 

Kecamatan Anak Tuha Kabupat ien Lampung Tengah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara praktis hasil penel iitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pengelolaan 

perkebunan singkong dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

b. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ipemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu ekonomi dalam bidang hukum ekonomi syariah.   
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D. Penelitian Relevan 

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa penelitian yang dapat 

dijadikan kajian terdahulu bagi peineliti di antaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem Muzara‟ah dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan i Masyarakat di Kelurahan Palampang 

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini merupakan 

kualitatif deskriptif i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 

sistem muzara‟ah yang dilakukan masyarakat belum sepenuhnya 

dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi 

mereka memakai k iebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan 

jangka waktu berlakunya akad muzara‟ah dan pembagian hasilnya pun 

dilakukan denga in mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi 

oleh kedua belah pihak. Walau pun dalam ekonomi Islam belum 

dijelaskan secara spesifi ik mengenai hukum bagi hasil dengan istilah „Urf, 

yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur‟an dan hadits serta tidak 

mengandung mudharat.
11

 I 

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

peneliti ini. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang 

muzara’ah. Adapun perbedaannya yakni, pada penelitian tersebut fokus 

pembahasannya pada sistem yang diterapkan, sedangkan pada penelitian 

ini fokusnya pada konsep akadnya. 

                                                             
11

 Dahrum dan Thamrin Logawali, “Penerapan Sistem Muzara‟ah dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahani Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten 

Bulukumba”, dalam Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, tt., 1 
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2. Penelitian yang berjudul “Muzara‟ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan 

Pertanian Menurut Kajian Hu ikum Islam)”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan muzara‟a ih di Desa Alur Nyamuk tidak sesuai dengan 

perjanjian bahwa apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertania in 

sawah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan 

pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan penggarap 

sawah. i Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, pemilik tanah 

memberikan semua uang hasil panen ke penggarap sawah karena uang 

yang diha iisilkan terlalu sedikit. Dalam hal inilah yang menyalahi aturan 

perjanjian, ketika terjadi kerugian atau risiko ditanggung bersamasama.
12

 i 

Persamaannya dengan penelitian ini yakni sama-sama penelitian 

kualitatif lapangan. Persamaan lainnya yakni sama-sama membahas ten itang 

muzara’ah. Adapun perbedaannya, pada penelitian Dahrum dan Thamrin 

lebih ditekankan pada penerapan sistemnya untuk kesejahteraan masy iarakat. 

Pada penelitian Muhammad Rafly dkk., lebih ditekankan pada 

pelaksanaannya. Adapun penelitian ini penekanannya adalah pada akadnya 

serta i pembagian hasilnya. Perbedaan lainnya yakni, kedua penelitian di atas 

tinjauannya berdasarkan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini 

berdasiarkan hukum ekonomi syariah. 

 

                                                             
12

Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, “Muzara‟ah (Perjanjian., 227 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Akad 

1. Pengertian Akad 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, akad adalah “janji, 

perjanjian; kontrak”.13 Menuirut Rachmat Syafei secara etimologis, akad 

mempunyai arti: 

يِّا أمَْ مَعْنَوِيِّّ مِنْ جَانِبٍ أوَْ مِنْ جَانبَِ يِْْ الَرَّبْطُ  يْئِ سَوَاءٌ اكََانَ رَبْطاً حِسِّ  بَ يَْْ أَطْراَفِ الشَّ

Artinya : ”ikatan ant iara dua perkara, baik ikatan secara nyata 

maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.14 

Sedangkan menurut iAdiwarman A Karim Akad adalah “kontrak 

antara dua belah pihak”.15 

Menurut Ascarya me ingartikan akad sebagai berikut : 

Dalam istilah fiqh, secara umum kad berarti sesuatu yang menjadi 

tekad seseorang untu ik melaksanakan, baik yang muncul dari suatu 

pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari 

dua pihak, seperti jua il beli, sewa, wakalah dan gadai. 

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan 

penawaran/pemindah ian kepemilikan) dan qabul (pernyataan 

penerimaan kepemilikan) idalam lingkung yang di syariatkan dan 

berpengaruh pada sesuatu”.16 

 

                                                             
13

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008), 24i 
14

 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Banidung: Pustaka Setia, 2001), 43 
15

 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), 65 
16

 Ascarya, Akad dan Produk Banki Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 35 
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Sedangkan Kompilasi Huk ium Ekonomi Syariah pada Ban 1 pasal 

21 tentang ketentuan umum. Akad adalah kesepakatan dalam suatu 

perjanjian antara dua belah pi ihak. berdasarkan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain; 

asas ikhtiyari (sukarela); asas a imanah (menepati janji); asas ikhtiyati 

(kehati-hatian); asas luzum (tidak berubah); asas saling menguntungkan; 

asas taswiyah (kesetaraan); asas tr iansparansi; asas kemampuan; asas taysir 

(kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas al-huriyah 

(kebebasan berkontrak dan asas ail-kitabah (tertulis).17 

Berdasarkan penger itian tersebut maka dapat di simpulkan bahwa 

akad merupakan perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan 

ketentuan syara‟ yang berd iampak pada objeknya. Akad mengikat kedua 

belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait 

untuk melaksanakan kewiajiban meraka masing-masing yang telah 

disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang 

terikat dalam kontrak itu i tidak dapat memenuhi kewajibanya, maka 

mereka menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad. 

2. Dasar Hukum Akad 

Dasar hukum dilak iukanya akad adalah: 

لَى عَلَيْكُمْ  يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِِلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بََيِمَةُ الأنَْ عَامِ إِلاَّ مَا يُ ت ْ

يْدِ وَأنَتُمْ حُرُمٌ إِنَّ الّلَّ يََْكُمُ مَا يرُيِدُ ﴿ لِّي الصَّ رَ مُُِ  ﴾١غَي ْ

                                                             
17

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syairiah Buku 2 Bab II Pasal 21 
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Artinya: hai orang-orangi yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepa idamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya A illah menentukan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 1)18 

بُّ الْمُتَّقِيَْ ﴿ ﴾٦٧بَ لَى مَنْ أَوْفََ بعَِهْدِهِ وَات َّقَى فإَِنَّ الّلَّ يَُِ  
Artinya: sebenarnya bara ing siapa menepati janji dan bertakwa, maka 

sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (QS Ali 

Imran: 76)19
 i 

Berdasarkan ayiat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi 

perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. 

3. Rukun dan Syarat Akad 

Pembahasan m iengenai rukun akad dalam kitab kompilasi hukum 

ekonomi syariah (KHES) di atur dalam bab III bagian pertama pasal 22 

tentang rukun dan syiarat akad. Adapun rukun akad menurut KHES itu 

sendiri terdiri atas: 

a. Pihak-pihak yang iberakad 

b. Obyek akad 

c. Tujuan pokok aka id dan 

d. Kesepakatan.20 

Adapun rukuni menurut Ascarya, dalam akad ada 3 yaitu sebagai 

berikut:  

                                                             
18

 Al-Qur‟an [5]: 1 
19

 Al-Qur‟an [3]: 76 
20

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku 2 bab II pasal 22 
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a. Pelaku akad 

b. Objek akad 

c. Sighat atau peryat iaan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul.21 

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan di atas dapat di 

simpulkan bahwa ruk iun akad meneurut KHES ada 4 yaitu yang pertama 

pihak-pihak yang berakad, kedua obyek akad, ketiga tujuan pokok akad, 

keempat kesepakatan.  i Dan menurut Ascarya ada 3 yaitu : pertama pelaku 

akad, kedua objek akad, ketiga sighat. 

Sedangkan sya irat akad menurut Ascarya ada 4 yaitu: 

a.  Syarat berlakunya akad (intiqod) 

b.  Syarat sahnya aka id (shihah) 

c.  Syarat terealisasikanya akad (nafadz), dan 

d.  Syarat lazim.22  

Berkaitan dengian syarat-syarat tersebut, Ascarya menambahkan 

bahwa: 

Dari syarat-syariat itu, syarat intiqod ada yang umum dan khusus. 

Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang 

harus ada pada i setiap akad, sesperti syarat yang harus ada pada 

pelaku akad, objek akad dan shighah akad, akad bukan para 

sesuatu yang idi haramkan. Dan akad pada sesuatu yang 

bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan yang harus 

ada pada kad-akiad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada 

akad nikah. Syarat syihah, yaitu syarat yang diperlukan secara 

syari‟ah agar ak iad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan 

                                                             
21

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 35 
22

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 35 
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harus bersih dan cacat. Syarat nafadz ada dua, yaitu kepemilikan 

(barang dimiliki i oleh pelaku dan berhak menggunakanya) dan 

wilayah. Syarat i lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan 

apabila tidak ada cacat.23 

 

Berdasarkan ket ierangan diatas tentang syarat akad dapat penulis 

simpulkan bahwa syarat akad ada empat diantaranya yaitu pertama, syarat 

berlakunya akad. Kiedua, syarat sahnya akad, ketiga, syarat 

terealisasikanya akad dan keempat, syarat lazim.  

ii 
4. Macam-macam Akad 

Dalam kitab-kitab fi iqh terdapat banyak akad yang kemudian dapat 

dikelompokan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai 

penglompokan jenis-jenis iakad ini pun terdapat variasi penggolongan-

Nya. Secara garis besar ada pengelompokkan jenis-jenis akad, antara lain: 

1) Akad menurut tujuannya iterbagi atas dua jenis yakni akad tabarru dan 

akad tijari. 

2) Akad menurut keabsaha inya terbagi kepada tiga jenis yakni akad 

shahih, akad fasid, dan akad bathal. 

3) Akad menurut namanyia terbagi menjadi dua yakni akad bernama (al-

iuqud al-musamma) dan akad tidak bernama (al-uqud gair al-

musamma). 

4) Akad menurut kedudukanya, idibedakan menjadi dua yakni akad yang 

pokok (al-aqd al-ashli) dan akad asesoir (al-aqd at-tab’i). 

5) Akad dari segi unsur tempo di dalam akad, dapat di bagi menjadi akad 
bertempo (al-aqd ar-radha’i), akad formalities (al-aqd asy-syaikli), 

dan akad riil (al-aiqd-aini). 

6) Di lihat dar ii segi dilarang atau tidaknya oleh syara‟, akad di bedakan 

menjadi dua, yaitu akad masyru’ dan akad terlarang. 

7) Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya. 

8) Akad menurut dapa it di laksanakan dan tidak dapat dilaksanakanya, 

akad di bagi menjadi dua, yaitu: akad nafiz dan akad maukuf. 

                                                             
23

 Ascarya, Akad dan Produk Banki Syariah, 35 
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9) Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda di bagi menjadi 

dua yaitu aqd adh-dhaman, dan aqd al-amanah.24 

 

Akad dapat berakh iir dengan pembatalan, meninggal dunia atau 

tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan). Adapun 

berakhirnya suatu akad, yai itu : 

a. Ketika akad rusak 

b. Adanya khiyar 

c. Pembatalan akad 

d. Tidak mungkin melaksa inakan akad 

e. Masa akad berakhir25 

Berdasiarkan keterangan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 

akad dapat dikelompokkan menurut beberapa kategori yaitu: akad 

menurut tuju ianya, akad menurut keabsahanya, akad menurutnamanya, 

akad menurut kedudukanya, akad dari segi unsur tempo di dalam akad, 

dilihat dari siegi dilarang atau tidaknya oleh syara‟, akad menurut dari 

mengikat dan tidak mengikadnya, akad menurut dapat di laksanakan dan 

tidak dapat dil iaksanakanya, akad menurut tanggungan. 

B. Muzara’ah 

1. Pengertian Muzara’ah 

Muzara’ah adalah si istem kerja sama dengan cara membagi sawah 

atau lading dengan suatu pe irjanjian tertentu, umpamanya sepertiga, 

                                                             
24

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2015), 77-86 
25

 Rachmat syafei, Fiqh Muamalah, 70 
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setengah, atau yang lain, se imentara bibit tanaman berasal dari pihak yang 

mengerjakan tanahnya.
26

 i 

Muzara’ah adalahi kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam 

kerjasama ini p iemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya 

berikut bibit yan ig diperlukan kepada pekerja tani untuk 

diusahakan seda ingkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi 

sesuai dengan kesep iakatan bersama. Bila dalam kerjasama ini bibit 

disediakan oleh p iekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut 

dengan mukhabaraih.
27

 

 

Kerjasama dala im bentuk muzara’ah adalah kehendak dan 

keinginan dua pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau 

perjanjian, baik secara iformal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun 

dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan 

kerjasama secara rela sa ima rela.
28

 

Mengenai muzara’ah ini, ulama madzhab memberikan pengertian 

sebagai berikut: i 

a. Hanafiyah 

 ببَِ عْضِ الْْاَرجِِ مِنَ الْأَرْضِ عَقْدٌ عَلَى الزَّرعِْ 
“Akad untuki bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari 

bumi”. 

b. Syafi‟iyah 

 اكِْتِاَءُ الْعَامِلِ ليَِ زْرعََ الْأرَْضَ ببَِ عْضِ مَا يََْرجُُ مِنْ هَا
                                                             

26
 Gamal Komandoko, Ensiklopiediia Istilah Islam, h. 267 

27
 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2013), h. 240-241 
28

 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, h. 242 
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“Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari 

tanah tersebut”. 

c. Hanabilah 

الِْةَِ الْمُزاَرَعَةِ أَرْضَوُ للِْعَامِلِ الَّذِى يَ قُوْمُ بزَِرْعِهَا  انَْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّ

 وَيَدْفَعُ لوَُ الُْْبَّ 
“Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk 

ditanami dan yang bekerja diberi bibit”. 

d. Malikiyah 

ركَْةُ فَِ الْعَقْدِ   الَشِّ
“Bersekutu dalam akad”.

29
 

Berdasarkan penge irtian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan muzara’ah adalah kerjasama antara pemilik tanah 

dengan penggarap tanah i dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya 

menurut kesepakatan bersama. 

2. Dasar Hukum Muzara’ah 

a. Al-Qur‟an 

Mengenai dasiar hukum muzara’ah dalam Al-Qur‟an Surat Al-

Maidah ayat 2 telah disebutkan sebagai berikut: 

قْوَى وَلاَ تَ عَاوَنوُاْ عَلَى الِإثِْْ وَالْعُدْوَانِ   ﴾٣﴿…وَتَ عَاوَنوُاْ عَلَى الْبِّ وَالت َّ

                                                             
29

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamailah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 153-155 
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Artinya: Dan toloing-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat diosa dan pelanggaran. (Q.S. Al-Maidah: 2) 

 

Ayat di atas mengajarkan tentang kerjasama dan tolong 

menolong. Kerjasam ia yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam 

berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama bukan untuk 

mendapatkan keunt iungan seperti dalam yayasan sosial, tidak 

dibicarakan dalam bahasan ini. Secara umum kerjasama adalah 

sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama 

kerjasama itu tidak da ilam bentuk dosa dan permusuhan. 

b. Hadits 

بَ عْضُهُمْ ببَِ عْضٍ بقَِوْلوِِ مَنْ  إِنَّ النَّبَِّ ص.م. لََْ يََُرّمِِ الْمُزاَرَعَةَ وَلَكِنْ امََرَ أَنْ يُ رْفَقَ 
كَانَتْ لوَُ أرَْضٌ فَ لْيَ زْرَعْهَا أَوْ ليَِمْنَحْهَا اَخَاهُ فاَِنْ أَبََ فَ لْيُمْسِكْ ارَْضَوُ )رواه 

 البخارى(
Artinya: “Sesungiguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak 

mengharamkan bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, 

supaya yaing sebagian menyayangi sebagian yang lain, 

dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka 

hendaklahi ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada 

saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja 

tanah itu” i. (H.R. Bukhari) 

 

هَا مَنْ أَنَّ رَسُ  بٍَ بِشَطْرِ مَا يََْرجُُ مِن ْ وْلَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أىَْلَ خَي ْ

 زَرعٍْ أَوْ ثََرٍْ 
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Artinya: Bahwasa inya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk 

Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa 

yang dihiasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-

buahan.
30

 

 

Hadits di ata is menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi 

SAW dengan petani Khaibar adalah kerjasama, bukan upah-mengupah 

dengan pekerja ta ini dan bukan pula sewa-menyewa tanah dengan 

pemilik tanah; karena sewa dalam muamalah sewa menyewa atau 

upah dalam muamialah upah mengupah, harus jelas dan pasti nilainya, 

bukan dengan hasil yang belum pasti. 

c. Ulama 

Imam Hana ifi dan Jafar tidak mengakui keberadaan muzara’ah 

dan menganggapnya fasid. Begitu pula Imam Syafi‟i, tetapi sebagian 

ulama Syafi‟iyah imengakuinya dan mengaitkannya dengan musyaqah 

(pengelolaan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi 

mereka tidak me imbolehkan mukhabarah sebab tidak ada landasan 

yang membolehkannya.
31

 

Berdasarkan u iraian di atas diketahui bahwa mengenai landasan 

hukum muzara’ah, memunculkan perbedaan pendapat. Namun menurut 

jumhur ulama, hukum i muzara’ah diperbolehkan. 

  

                                                             
30

 Amir Syarifuddin, Garisi-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2013), h. 241 
31

 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 206 
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3. Rukun dan Syarat Muzara’ah 

Mengenai rukuni muzara’ah ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 

rukun muzara’ah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridaan di 

antara keduanya. Se idangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa 

muzara’ah dan musyaqah tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi 

cukup dengan mengerj iakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul.
32

 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 255 bahwa 

rukun muzara’ah ada iempat yaitu: 

a. Pemilik lahan; 

b. Penggarap; 

c. Lahan yang digara ip; dan 

d. Akad.
33

 

Selanjutnya me ingenai syarat muzara’ah, ulama madzhab juga 

berbeda pendapat sebagai berikut: 

a. Abu Yusuf da in Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat 

bahwa muzara’ah memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan 

aqid (orang yiang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang 

ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat 

bercocok tanam i, dan waktu bercocok tanam. 

b. Ulama Malikiyah 

Syarat-syarat miuzara’ah menurut ulama Malikiyah adalah: 

1) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan 

benih. i 

2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan 

penggiarap. 

3) Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan 

akad. i 
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c. Ulama Syafi‟iyah 

Ulama Siyafi‟iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang 

diperoleh oleh kedua aqid dalam muzara’ah yang mengikuti atau 

berkaitani dengan musyaqah. Mereka berpendapat bahwa 

muzara’ah adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari 

bumi, sediangkan benihnya berasal dari pemilik tanah. 

d. Ulama Hanabilah 

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi‟iyah, tidak 

mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. 

Namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya: 

1) Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam 

Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap. 

2) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan 

bagian masing-masing. 

3) Mengetahui dengan jelas jenis benih.
34

 

 

Adapun syarat muzara’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah telah dijelaskan dalam Pasal 256 sampai Pasal 261 sebagai 

berikut: 

Pasal 256 

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak 

yang akan menggarap. 

 

Pasal 257 

Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap 

lahan yang diterimanya. 

 

Pasal 258 

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila 

pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan. 
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Pasal 259 

(1) Akad muzara’ah dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas. 

(2) Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara’ah terbatas harus 

dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. 

(3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam 

akad muzara’ah yang mutlak. 

(4) Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, 

keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya 

menjelang musim tanam. 

 

Pasal 260 

Penggarap wajib menjel iaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan 

dalam akad muzara’ah mutlak. 

 

Pasal 261 

Penggarap dan pemilik i lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai 

pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing 

pihak.
35

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam 

pelaksanaannya, muzara’ah memiliki syarat dan rukun yang harus 

dipenuhi oleh pihak yang berakad. Rukun dari muzara’ah sendiri 

diantaranya pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, serta akad. 

Keempat rukun ini memiliki syarat masing-masing dan para pihak harus 

sama-sama tahu mengenai syarat yang ada di dalamnya.  

C. Mukhabarah 

1. Pengertian Mukhabarah 

Mukhabarah ialah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan 

dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada 
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si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu 

(persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. 

Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian 

bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya 

dari pemilik tanah.
36

 

Mukabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang 

dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun mujara‟ah 

sama seperti Mukabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik 

tanah."
37

 

Adapun pengertian lain dari mukhabarah menurut para ahli ialah: 

a. Menurut Dhahir Nash, Al-Syafi‟i berpendapat bahwa mukhabarah 

ialah: 

هَا مَا يََْرجُُ ببَِ عْضِ الْأَرْضِ فَِ الْاَعَامِلِ اَلْاملكُ مِنَ الْبذْرِ  يَكُوْنُ ان عَلَى مِن ْ

 مُعَامَلَةً 
 “Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah 

tersebut” 

b. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa mukhabarah ialah: 

 “Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada 

pekerja dan modal dari pengelola”
38
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Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kerja sama 

mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, 

seperti padi, jagung dan kacang. Namun tidak menutup kemungkinan 

pada tanaman yang benihnya relatif murah juga dilakukan kerjasama 

muzara‟ah. 

2. Dasar Hukum Mukhabarah 

Dasar hukum yang yang digunakan para ulama dalam menetapkan 

hukum mukhabarah adalah sebuah hadist berikut: 

الْأنَْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْريِ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لنََا عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قاَلَ كُنَّا أَكْثَ رَ 

  ىَذِهِ فَ رُبََاَ أَخْرَجَتْ ىَذِهِ وَلََْ تُُْرجِْ ىَذِهِ فَ نَ هَانََ عَنْ ذَلِكَ 

Rafi‟ bin Khadij berkata, “Di antara Ansar yang paling banyak 

mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah 

untuk kami dan sebagia untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-

kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh 

karena itu, Rasulullah SAW melarang paroan dengan cara demikian.” 

(Riwayat Bukhari)
39 

هَا عَنِ ابْنِ  بَ رَ بِشَرْطِ مَا يََْرجُُ مِن ْ عُمَرَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أىَْلَ خَي ْ

 مِنْ ثََرٍَ أَوْ زَرعٍْ )رواه مسلم(
Dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun 

beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan 
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perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-

buahan maupun dari hasil pertahunan (Palawija).” (Riwayat Muslim)
40

 

Adapun hadis yang melarang tadi maksudnya hanya apabila 

penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang 

diantara mereka. Karena memang kejadian dimasa dahulu itu mereka 

memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari tanah 

yang lebih subur, persentase bagian masing-masingpun tidak diketahui. 

Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan Nabi Saw dalan hadis 

tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan jujur. 

Pendapat inipun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi 

kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak. Memang kalau kita selidiki 

hasil dari adanya paroan ini terhadap umum, sudah tentu kita akan lekas 

mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua ini.
41

 

Landasan hukum yang membolehkan mukhabarah dan muzaraah, dari 

sabda Nabi saw: 

 “Dari Thawus ra. bahwa ia suka bermukhabarah. Umar berkata: lalu 

aku katakan kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan 

mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah 

melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: hai Amr, telah 

menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan 

hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, 

hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya 
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lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan 

upah tertentu”. (HR.Muslim).
42

 

Jadi, hukum mukhabarah sama seperti muzara‟ah yaitu mubah atau 

boleh dan seseorang dapat melakukannya untuk dapat memberi dan 

mendapat manfaatnya dari kerjasama muzara‟ah dan mukhabarah ini. 

 

3. Rukun dan Syarat Mukhabarah 

Rukun Mukhabarah menurut jumhur ulama antara lain: 

a. Pemilik tanah 

b. Petani/Penggarap 

c. Objek mukhabarah 

d. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan. 

Adapun syarat dalam mukhabarah, diantaranya: 

a. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal. 

b. Benih yang akan ditanam harusjelas dan menghasilkan. 

c. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan,jelas batas batasnya,dan 

diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.Pembagian untuk masing-

masing harus jelas penentuannya. 

d. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.
43

 

Berkenaan dengan rukun dan syarat dari akad mukhabarah, hampir 

sama dengan rukun dan syarat yang ada dalam akad muzara’ah. 

Perbedaannya yakni apabila muzara’ah modalnya dan benihnya berasal 
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dari pemilik lahan. Sedangkan dalam akad mukhabarah, modal dan 

benihnya berasal dari penggarap. 

D. Musaqah 

1. Pengertian Musaqah 

Secara bahasa musaqah berasal dari kata Saqa, arti kata tersebut 

adalah as-Saqy yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk 

mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil 

lahan yang dikelola.
44

 

Al-musaqah merupakan bagian dari al-muzara’ah yaitu penggarap 

hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan 

menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.
45

 Musaqah adalah 

menyiram pohon yang sedang berbuah dan merawatnya dengan didapat 

bagian tertentu dari buahnya oleh yang menyiram dan merawatnya.
46

 

Menurut syara' musaqah adalah menyerahkan pada orang yang 

merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk 

dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari 

imbalan pengelolaan. Berdasarkan hukum musaqah, petani 

bertanggungjawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan 

memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya 

dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya.
47
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Musaqah merupakan akad kerjasama dimana pemilik lahan 

menyerahkan lahannya kepada seseorang untuk digarap dan nantinya si 

penggarap akan mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Upah yang 

diterima tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah 

pihak. 

2. Dasar Hukum Musaqah 

Musaqah dalam pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang harus 

dipahami. Adapun landasan hukum yang bisa dipakai dalam kerjasama 

musaqah diantaranya: 

a. Al-Qur‟an 

قْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُاْ عَلَى الِإثِْْ وَالْعُدْوَانِ وَات َّقُواْ الّلَّ إِنَّ  ... وَتَ عَاوَنوُاْ عَلَى الْبِّ وَالت َّ

 ﴾٣الّلَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
48

 

 

b. Hadits  

نَ نَا وَبَ يَْْ إِخْوَاننَِا النَّخِيْلَ  تِ الَ قَ  الْأنَْصَارُ للِنَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ اِقْسِمْ بَ ي ْ

عْنَا وَأَطَعْنَا  قاَلَ لاَ فَ قَالُوْا تَكْفُوْنََ الْمَئُ وْنةََ وَنَشْركَْكُمْ فِ الثَّمَرةَِ قاَلُوْا: سََِ
Artinya: Penduduk Anshar berkata kepada Rasulullah SAW, bagilah 

pohon kurma antara kami dan para sahabat kami. Beliau 

                                                             
48

 Q.S. Al-Maidah [5] : 2 



28 

 

menjawab “Tidak”. Maka mereka berkata: “Kalian yang 

merawatnya dan kami akan membagi buahnya bersama 

kalian”. Dan mereka menjawab: “Kami mendengar dan 

kami patuh”.
49

 

 

3. Rukun dan Syarat Musaqah 

Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum mengawali musaqah 

maka diharuskan memenuhi 5 rukunnya, antara lain : 

a. Akad atau ijab qabul  

b. Pihak yang saling bertransaksi 

c. Lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek musaqah 

d. Kegiatan usaha yang akan dipraktikkan oleh pengelola lahan  

e. Kesepakatan tentang persentasi bagian yang didapat dari hasil 

musaqah.
50

 

 

Syarat-syarat sah atau tidaknya musaqah dapat ditinjau dari 

beberapa indikator sebagai berikut : 

a. Sighat ( ijab kabul kedua belah pihak ) 

b. Harus terpenuhi syarat orang yang bekerjasama dalam akad musaqah 

adalah orang yang dapat bertindak sesuai hukum, yaitu telah baligh 

dan berakal 

c. Objek dari akad musaqah harus berupa pohon yang dapat berbuah, 

namun juga  diperbolehkan apabila pohon tidak berbuah namun dicari 

dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. 

d. Ketika panen tiba maka hasil panen tersebut adalah milik kedua belah 

pihak dan harus dibagi sesuai perjanjian.
51

 

 

Berdasarkan teori di atas dapat dijelaskan bahwa ada lima rukun 

dalam akad kerjasama musaqah yakni akad, pihak yang berakad, lahan 

yang akan digarap, bentuk usaha yang akan dilakukan, dan kesepakatan 

bagi hasil. Apabila kelima rukun tersebut sudah terpenuhi terlebih syarat-
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syaratnya juga dilaksanakan dengan baik, maka akad kerjasama musaqah 

yang dilakukan hukumnya sah. 

E. Hukum Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Hukum Ekionomi Syariah 

Hukum Ekonom ii syariah adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang 

berbadan hukum atau ti idak berbadan hukum dalam rangka memenuhi 

kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip 

syariah.
52

 i 

Suimber hukum ekonomi lslam secara berurutan adalah al-Qur‟an, 

al-Hadist, ijma' Ulama dan Ijtihad atau Qias. Ijtihad yang selalu bersandar 

pada maqiashid syari'ah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam 

mekanisme penalaran hukum Islam.
53

 

Hu ikum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam 

yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang 

merupaka in pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. 

Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk 

mengaturi guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah 

sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi 
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Syariah iuntuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam 

masyarakat.
54

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa 

hukum e ikonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur 

transaksi muamalah umat manusia sesuai dengan hukum Islam yang 

bersumbe ir dari Al-Quran dan hadis Nabi. 

2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum adalah p ieraturan, ketentuan, dan ketetapan yang telah 

disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum yang harus 

dilaksanakan sebaik-baikinya. Hukum mengandung sanksi tertentu untuk 

diterapkan pada para pelanggar hukum.
55

 

Dibawah ini ada suatu kumpulan dasar hukum yang berkaitan 

dengan ekonomi yang bisa dijadikan pedoman bagi imanusia untuk 

berhati-hati dalam berekonomi dan khususnya dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga, diantara nya adalah Q.S Al-Baqarah Ayat 172: 
56

 

هُ يَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقْ نَاكُمْ وَاشْكُرُواْ للِِّّ إِن كُنتُمْ إِيَّّ 
 ﴾١٦٣تَ عْبُدُونَ ﴿

Artinya : “ Hai orang-o irang yang beriman, makanlah di antara rezki 

yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan 

bersyukurlah ikepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya 

kamu menyembah”. 

Disamping itu juga, prinsip perekonomian keluarga Islam berdiri 

diatas dasar prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materil 
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dan pemenuhan kebutuah ian sprituil, seimbang usaha untuk kebutuhan 

dunia dan usaha untuk kebutuhan akhirat, sebagaimana firman Allah 

dalam surat Al-Qashash ayiat 77
57

 

Selain itu Islam ju iga mengajarkan kepada umat manusia khusus 

nya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga supaya tidak boleh boros 

dalam mengkonsumsi sua itu barang, karna sifat boros itu bisa membuat 

keluarga tersebut jatuh miskin dan sifat boros juga adalah sifatnya syaitan. 

Sebagai mana firman Alla ih dalam surat A-l-Isra‟ ayat 27, yang berbunyi : 

58
 

يْطاَنُ لرِبَوِِّ كَفُوراً ﴿ يَاطِيِْ وكََانَ الشَّ  ﴾٣٦إِنَّ الْمُبَذِّريِنَ كَانوُاْ إِخْوَانَ الشَّ
Artinya : “ Sesunigguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannyia”. 

Maka dari p ienjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya memiliki 

dasar hukum masinig-masing. Dan bagi orang-orang yang mengerti akan 

penting nya dasar hukum tersebut maka orang tersebut akan berhati-hati 

dalam berbuat. ka irena tujuan dasar hukum tersebut adalah untuk 

mengetahui dan membatasi apa yang akan dilakukan oleh manusia. 

3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah 

Ruang lingkup Hukum E ikonomi Syariah meliputi kegiatan 

transaksi muamalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

berdasarkan aturan-aturan yang bers iumber dari Al-Qur‟an dan hadis. 
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Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa 

ruang lingkup Hukum Ekonomi S iyariah meliputi Subjek Hukum dan 

Amwal serta akad-akad Hukum ekonomi syariah. Subjek hukum dalam 

bab 2 Pasal 2 Kompilasi Hukum i Ekonomi Syariah yaitu seseorang 

dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam 

hal telah mencapai umur paling re indah 18 (delapan belas) tahun atau 

pernah menikah.
59

 

Berdasarkan pemaparan ters iebut dapat diprediksi bahwa ruang 

lingkup Hukum Ekonomi Syariah mencakup seluruh aktifitas transaksi 

muamalah yang dilakukan manusia u intuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Baik dari segi subjek, objek maupun akad-akad yang ada di dalamnya. 

4. Prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah 

Erine Pane berpe indapat bahwa terdapat beberapa prinsip dasar 

hukum ekonomi Islam yaitu: 

a. Al-lman atau ekoniomi ketuhanan dimana aqidah merupakan dasar 

pertama, sebagai tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim 

dan dengannya pu ila seorang muslim atau pemikir muslim akan 

menemukan ruang lingkup aqidah yang dipercayainya.  

b. Dasar khilafah, d iengan dasar ini dimaksudkan manusia harus 

membangun bumi, manusia memiliki harta sebagai wakil dari 

Allah dan manusia iberhak memiliki atau rnenggunakan harta sesuai 

dengan kedudukan isebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi 

utama untuk pengembangan dan produksi.  

c. Dasar keadilan dan i keseimbangan (equiblirium), dimana keadilan 

merupakan isi pokok dari maqashid syari'ah sedangkan 

keseimbangan yan ig dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan 

materi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu (al-

fard) dan publik ('aim), juga seimbang antara sikap berlebih-lebihan 
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dan sikap terlalu bakhil dalam hal konsumsi atau pemakaian 

harta.
60

 
 

Hidayat menyat iakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan 

Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi 

syari‟ah adalah: 

1. Keadilan 

Kegiatan ekono imii yang dijalankan harus secara transparan dan 

jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar 

kontrak yang adi il. i 

2. Menghindari kegiatan yang merusak 

Larangan untuk imelakukan transaksi atas barang-barang yang 

dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk 

proses pembuatan iproduk tersebut. 

3. Kemaslahatan Umat 

Berarti tidak diper ikenankannya spekulasi dan adanya pemerataan 

dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi 

masyarakat untuk imemperoleh sumberdaya.
61

 
 

Hal tersebut dapat idipahami bahwa dalam suatu praktik muamalah 

hendaknya tidak hanya mempunyai tujuan memperoleh keuntungan 

sebesar-besarnya. Keuntu ingan dalam bermuamalah memang sebenarnya 

tidak dibatasi, akan tet iapi menyesuaikan dengan keadaan di dalam 

masyarakat juga perlu diperhatikan. Walau demikian, sangat dianjurkan 

bagi setiap muslim, unt iuk senantiasa mudah dan memudahkan dalam 

setiap praktik muamalah.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

suatu penelitian yang “menggu inakan informasi yang diperoleh dari 

sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden 

melalui instrumen pengumpulan i data seperti angket, wawancara dan 

observasi”.
62

 Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif tenta ing latar belakang keadaan sekarang dan 

interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau 

masyarakat.
63

 

Dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, melainkan hanya 

mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang 

diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang pengelolaan 

perkebunan singkong di Desa Bukit Baru Keca imatan Anak Tuha 

Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian dianalisa berdasarkan 

tinjauan hukum ekonomi syariah. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat des ikriptif. Penelitian deskriptif kualitatif 

adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-
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kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh ad ianya 

penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan 

bierkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.
64

 

Penelitian yang akan pen ieliti laksanakan akan mengungkapkan 

gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai 

masalah yang akan peneliti teli iti dalam penelitian ini yaitu mengenai 

pengelolaan perkebunan singkong dalam perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah di Desa Bukit Baru Keca imatan Anak Tuha Kabupaten Lampung 

Tengah. 

B. Sumber Data 

Dalam memperoleh informasi ii yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu: 

1. Sumber Data Primer i 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengum ipul data.
65

 Sumber data primer merupakan data yang 

berasal dari sumber asli atau pertama. Artinya sumber data yang diperoleh 

langsung dari sumb iernya.  

Adapun yang menjadi sumber data primer adalah 3 pemilik lahan, 3 

pengelola kebun singkong dan beberapa warga Desa Bukit Baru 

Kecamatan Anak Tu iha Kabupaten Lampung Tengah. 
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2. Sumber Data Sekunder 

“Sumbier data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau 

lewat dokum ien”.
66

 Sumber data sekunder, yaitu sumber data i yang 

mendukung dan melengkapi sumber data primer. Dalam hal ini adalah 

berupa artikel atau buku-buku yang ada relevansinya dengan pe imbahasan 

penelitian. Di antara buku-buku yang peneliti gunakan di antaranya: 

a. Pengant iar Hukum Islam & Pranata Sosial karya Moh. Fauzan Januri 

b. Fiqih Muamalah karya Rachmat Syafe‟i 

c. Garis-ga iris Besar Fiqih karya Amir Syarifuddin 

d. Ensiklopedia Istilah Islam karya Gamal Komandoko 

e. Masail Fiiqhiyah karya Masjfuk Zuhdi, dan lain sebagainya. 

C. Teknik Pengumpulan Diata 

Adapun teknik pengiumpulan data yang digunakan di antaranya: 

1. Wawancara 

Menurut Sugiyiono, wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan pe irmasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin menget iahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 

dan jumlah respondenn iya sedikit/kecil.
67
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Berdasarkan pe indapat di atas dapat dijelaskan bahwa wawancara 

adalah sebuah tanya jawab antara dua orang atau lebih yang satu sebagai 

pewawancara dan ya ing lain sebagai sumber informasi.  

Selanjutnya, dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling karena sampel tidak bisa ditentukan secara 

acak. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan 

dapat diberlakukan untuk populasi. Sampel yang diambil dari populasi 

harus benar-benar representatis (mewakili).
68

 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian 

kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.
69

 

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara 

yang dilakukan oleh pewawancara de ingan membawa sederetan 

pertanyaan lengkap dan terperinci. Adapun yang peneliti wawancara 

adalah sebagai berikut: 

a. Bapak Juwanto, Bapak Juremi dan Bapak Muslih selaku pemilik lahan.  

b. Bapiak Kasno, Bapak Agus, dan Bapak Qomari selaku pengelola kebun 

singkong. 

c. Beberapa warga Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten 

Lampung Tengah.  
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2. Obserivasi 

Observasi atau pengamatan adalah “alat pengumpulan data yang 

dilakuikan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki”.
70

 Metode observasi merupakan metode pengumpulan 

data yiang menggunakan catatan dan pengamatan di lokasi penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung yaitu pengamatan 

yang diilakukan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti. 

3. Dokumientasi 

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari 

data m iengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.
71

  

Bierdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi 

adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. 

Metode i dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah 

berdirinya, letak geografis, struktur organisasi dan jumlah penduduk Desa 

Bukit Biaru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni 

“proses mencari dan menyusun secara sistematis d iata yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahani lain, sehingga dapat 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.
72
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Setela ih peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut 

diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses 

mencari dan imenyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahiami menjadi sebuah penjelasan mengenai tentang pengelolaan 

perkebunan singkong dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa 

Bukit Baru Kiecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.  

Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan berfikir induktif yaitu 

cara berfikir idengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik 

tolak dari khusus. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi 

yaitu pengelolaan perkebunan singkong dalam perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung 

Tengah.  

Induktif, yaitu: analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan.73 Metode induktif adalah metode yang berdasarkan fakta-fakta 

yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis 

atau teori.74 Teori induktif merupakan suatu rangkuman tertulismengenai 

suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang 

tertentu. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh dan dari data yang 

diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis.75 

Setelahi semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan 

diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang peneliti gunakan dalam 
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penelitian ini i adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk 

mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali 

pengetahuan itentang pengelolaan perkebunan singkong dalam perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha 

Kabupaten La impung Tengah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung 

Tengah 

 

Bukit Baru merupakan salah satu nama desa yang ada di Kecamatan 

Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Desa Bukit Baru dibuka pada tahun 

1964, Oleh para penduduk imigran yang berasal dari pulau Jawa khususnya 

Jawa Timur dan Jawa Tengah yang keadaannya masih hutan belantara. Di 

Desa Bukit Baru terdapat 271 Jiwa, jumlah kepala keluarga 88 Kepala 

Keluarga. Masyarakat Desa Sidomulyo sebagian besar beragama Islam yaitu 

sebanyak 97% dari jumlah penduduknya. Sebanyak 3% dari jumlah 

penduduknya beragama Kristen.
76

 Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah 

penduduk di Desa Sidomulyo dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin 

No. Keterangan Jumlah 

1 Laki-laki 141 Jiwa 

2 Perempuan 130 Jiwa 

Jumlah 271 Jiwa 

Sumber: Dokumentasi Desa Bukit Baru 
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Berdasarkan tabel di atas bahwa penduduk Desa Bukit Baru lebih 

banyak berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. Jadi sebagian besar 

pekerja adalah laki-laki dan perempuan sebagian besar menjadi ibu rumah 

tangga atau anak-anak yang masih sekolah. 

Tabel 4.2 

Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian 

No Jenis Mata Pencaharian 
Tahun 2019 Tahun 2020 

Orang Orang 

1 PNS 2 2 

2 Akademi/D1-D3 1 1 

3 Sarjana S1-S3 4 4 

4 Pedagang 9 9 

5 Tani 140 140 

6 Pertukangan 46 46 

7 Buruh tani 66 66 

8 Pensiunan - - 

9 Nelayan - - 

10 Pemulung - - 

11 Peternak 3 3 

Sumber: Dokumentasi Desa Bukit Baru 

Berdasarkan tabel di atas bahwa penduduk Desa Bukit Baru yang 

berprofesi sebagai petani adalah yang paling mendominasi. Banyaknya 

masyarakat yang berprofesi sebagai petani menimbulkan macam-macam 

transaksi yang berbeda-beda. 

Desa Bukit Baru memiliki batas wilayah yakni sebagai berikut: 
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1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Marhen Kecamatan Bukit 

Baru Kabupaten Lampung Tengah 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Negara Bumi Udik 

Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Padasuka Kecamatan 

Bukit Baru Kabupaten Lampung Tengah 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Srijaya Kecamatan Bukit 

Baru Kabupaten Lampung Tengah.
77

 

Desa Bukit Baru terdiri dari 2 (dua) dusun, dengan jumlah penduduk 

sebanyak 271 jiwa. Desa Bukit Baru memiliki luas wilayah seluas 55 Ha. Dari 

luas wilayah tersebut, sebagian besar wilayah Desa Bukit Baru adalah berupa 

persawahan. Areal persawahan yang ada di Desa Bukit Baru mencapai 22  

Ha.
78

 

Tabel 4.2 

Luas Wilayah Desa Bukit Baru  

No. Keterangan Jumlah 

1 Lahan Sawah dan Ladang 38,4 Ha 

2 Hutan 0 Ha 

3 Lahan Peternakan 1 Ha 

5 Waduk/Danau 0 Ha 

6 Jalan 1,6 Ha  
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7 Pemukiman/perumahan 9 Ha 

8 Perkuburan 0 Ha 

Sumber: Dokumentasi Desa Bukit Baru 

Hal ini mengakibatkan sebagian besar penduduknya adalah petani, 

yaitu mencapai 140 orang. Sedangkan kegiatan masyarakat yang lain selain 

bertani adalah sebagai pertukangan 46 orang dan buruh tani 66 orang dan 

lainnya 19 Orang.
79

 Masyarakat di Desa Bukit Baru sebagian besar berprofesi 

sebagai petani, kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pertanian yang 

biasanya dilakukan oleh mayarakat adalah jual beli hasil panen.
80

 Selain 

berprofesi sebagai petani sebagian masyarakat Bukit Baru berprofesi sebagai 

pedagang, baik pedagang bahan pokok makanan seperti sayur mayur yang ada 

di dusun satu dan dusun dua di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha 

Kabupaten Lampung Tengah. 

B. Praktik Pengelolaan Perkebunan Singkong di Desa Bukit Baru 

Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah 

Akad kerjasama pengolahan tanah untuk ditanami singkong antara 

pemilik tanah dan penggarap adalah pemilik lahan memberikan sebidang 

tanah kepada pihak penggarap dengan sistem bagi hasil. Akad yang terjadi di 

Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah dilakukan atas 

dasar kepercayaan, tidak ada perj ianjian secara tertulis. Dalam pelaksanaan 

kerjasama bagi hasil kebun singkong, pemilik kebun memberikan lahan 
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kepada penggarap untuk ditanam ii singkong sampai menghasilkan buah. 

Untuk pupuk dan keperluan penggarapan diserahkan semuanya kepada 

penggarap karena yang lebih tahu i pupuk dan obat-obatan apa saja yang 

diperlukan.  

Sistem bagi hasil yang ada di Desa Desa Bukit Baru antara pemilik 

lahan dan pengelola akan dibagi dua atau dibagi tiga untuk kerjasama benih 

atau modal dari pemilik lahan ataupun pekerja, jika benih berasal dari petani 

(penggarap) bagi hasil yang diperoleh sepertiga untuk pemilik lahan. 

Terkadang hasil dari bertani tidak sebanding dengan usaha penggarap dalam 

mengelola lahan, karena yang menentukan maju mundurnya suatu usaha 

adalah pengelola.
81

 

Senada dengan penjelasan Bapak Juwanto, keterangan Bapak Juremi 

dan Bapak Muslih juga menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam 

kerjasama pengelolaan kebun singkong di Desa Bukit Baru biasa dilakukan 

secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Luas lahan milik Bapak Juremi 

yang ditanami singkong adalah satu hektar. Adapun luas lahan milik Bapak 

Muslih hanya setengah dari lahan Bapak Juremi. Mengenai bibit dan biaya 

pengelolaan menurut Bapak Juremi dan Bapak Muslih bisa dari pemilik lahan 

dan bisa juga dari pengelola. Sistem bagi hasil dilakukan setelah singkong 

dipanen dan di Desa Bukit Baru masih menggunakan istilah maro atau 

mertelu.
82
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Berkaitan dengan keterangan hasil wawancara di atas, Ibu Minah dan 

Bapak Misbah selaku warga sekitar menjelaskan bahwa di Desa Bukit Baru 

sering dilaksanakan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan yang ditanami 

singkong. Akad yang dilakukan hanyalah sebatas omongan, tidak ditulis. 

Mengenai bagi hasil yang digunakan, Ibu Minah dan Bapak Misbah kurang 

begitu paham, karena penentuan bagi hasil merupakan kesepakatan kedua 

belah pihak.
83

 

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil dari kesepakatan 

pengelolaan perkebunan singkong di Kampung Bukit Baru terkadang juga 

dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung 

dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan 

yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan 

berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. 

Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, 

telah terjadi kerjasama bagi hasil melalui akad pengelolaan perkebunan 

singkong. Akan tetapi dalam praktiknya pengelola perkebunan singkong 

sering kali melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas perjanjian yang telah 

disepakati, salah satu contohnya adalah ketika pengelola perkebunan 

singkong dan pemilik modal melakukan perjanjian pengelolaan perkebunan 

singkong dalam jangka waktu tertentu sudah disepakati. Di kemudian hari, 

pada saat panen tiba pengelola perkebunan singkong melakukan pelanggaran 
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atas perjanjian tersebut dengan memperhitungkan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan proses pengelolaan perkebunan singkong.
84

 

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang melakukan transaksi 

kerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, 

kepandaian, kepemilikan, peralatan, atau hak paten, kepercayaan/reputasi, dan 

barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. 

Masyarakat di Desa Bukit Baru banyak yang melakukan pengelolaan 

perkebunan singkong. Oleh karena itu bagi pihak yang memiliki modal 

merupakan kesempatan besar untuk melakukan kerjasama dengan 

memberikan modal kepada masyarakat yang kekurangan modal. Bagi 

masyarakat yang senang melakukan pengelolaan perkebunan singkong dan 

terbentur dengan modal yang dimiliki pun sangat senang dengan adanya 

modal tersebut. Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Ruslan, salah satu 

warga Desa Bukit Baru yang menjelaskan sebagai berikut: 

Masyarakat Desa Bukit Baru di sini banyak yang senang melakukan 

pengelolaan perkebunan singkong. Kegiatan masyarakatnya banyak 

yang berprofesi sebagai petani. Namun demikian, ada beberapa warga 

sini yang kurang modal, mbak. Makanya ada beberapa warga yang 

memang mampu dan memiliki modal dan bekerjasama dengan warga 

lain yang membutuhkan modal untuk pengelolaan perkebunan 

singkong. Masyarakat pun dengan senang hati menerima modal yang 

diberikan karena memang yang dibutuhkan warga sini itu modal.
85
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Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan warga 

lainnya yakni Bapak Syamsi, didapatkan data tentang bagi hasil pelaksanaan 

perjanjian pengelolaan perkebunan singkong sebagai berikut: 

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil akad pengelolaan perkebunan 

singkong di desa Bukit Baru ini, masyarakat biasanya memakai sistem 

maro ataupun mertelu, mbak. Pembagian hasil lainnya yang biasa 

dilakukan warga yakni apabila pengelolaan perkebunan singkong 

sudah berkembang maka seluruh hasil panen alpukat dijual kemudian 

dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan hasil pengelolaan 

perkebunan singkong tersebut barulah dibagi dengan persentase, 

pengelola perkebunan singkong mendapat 40% dan pemilik modal 

sebesar 60%, ataupun sebaliknya, mbak. Tergantung modal 

pengelolaannya dari siapa.
86

 

 

Pernyataan Bapak Ruslan dan Bapak Syamsi tersebut diperkuat 

dengan pernyataan Bapak Juwanto selaku pemilik lahan yang ditanami 

singkong sebagai berikut: 

Mengenai bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit 

Baru ini biasanya pengelola yang menawarkan sistem bagi hasilnya, 

mbak. Bagi hasil yang terjadi biasanya, saat panen tiba, hasilnya dijual 

kemudian dikurangi modal, baru sisanya dibagi, mbak. Biasanya untuk 

pengelola perkebunan singkong bagiannya 40% dan untuk pemilik 

modal bagiannya 60% karena umumnya disini modalnya dari pemilik 

lahan. Tapi ada juga mbak yang modalnya itu dari pengelola. Kalo 

seperti itu, pengelola dapet bagian 60% dan pemilik lahan dapet 40%. 

Selain itu, ada juga system bagi hasil model lama, mbak, yaitu pakek 

system maro atau mertelu.
87

 

 

Berdasarkan keterangan beberapa informan di atas, dapat dijelaskan 

bahwa bagi hasil dalam pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru 

Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dapat dilakukan dengan 
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2 cara sesuai perjanjian yang dibuat. Bagi hasil tersebut di antaranya; 

Pertama, saat singkong dipanen dan kemudian dijual dijual, hasil 

penjualannya lalu dipotong modal baru kemudian dibagi berdasarkan 

persentase yakni 40% untuk pengelola perkebunan singkong, dan 60% untuk 

pemilik modal, ataupun sebaliknya; dan yang kedua memakai istilah sistem 

maro dan mertelu. 

Setelah wawancara dengan Bapak Juwanto dan dua warga lainnya, 

peneliti melakukan wawancara dengan pengelola perkebunan singkong yang 

dalam hal ini adalah Bapak Kasno. Saat diwawancara beliau menuturkan: 

Kalo bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong neng kene biasane 

tergantung perjanjian mbak. Aku kan gor ngelola, dadi yo melok wae 

karepe sing duwe modal. Tapi kadang yo ono sing orang mudeng coro 

bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong. Nek wong koyo ngono 

biasane yo tak jelasne disek arep bagi hasil sing model piye. Modale 

ko dekne opo ko aku basing, sing penting jelas. Mergane ora kabeh 

wong reti coro bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong, mbak. 

Kalau bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong disini biasanya 

tergantung perjanjian, mbak. Saya kan cuma mengelola, jadi ya ikut 

saja keinginan pemilik modal. Tapi terkadang ada orang yang ingin 

membuat kerjasama pengelolaan perkebunan singkong tapi tidak tahu 

caranya bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong. Kalau tipe orang 

seperti itu biasanya saya jelaskan terlebih dahulu maunya bagi hasil 

yang model apa. Modalnya dari orang tersebut atau dari saya terserah, 

yang penting jelas. Masalahnya di sini tidak semua orang tahu cara 

bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong, mbak.
88

 

 

Berdasarkan pendapat Bapak Kasno tersebut dapat dipahami bahwa 

bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru dilakukan 

atas dasar kesepakatan yang telah dibuat. Namun demikian, tidak semua 
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orang yang memiliki modal yang melakukan pengelolaan perkebunan 

singkong tahu cara bagi hasil pengelolaan perkebunan singkong. Walaupun 

demikian, Bapak Kasno memberikan penjelasan mengenai beberapa bagi 

hasil yang biasanya dilakukan masyarakat sekitar. 

Setelah wawancara dengan Bapak Kasno, peneliti melakukan 

wawancara dengan Bapak Agus dan Bapak Qomari yang juga selaku 

pengelola kebun singkong. Pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Agus dan 

Bapak Qomari sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keterangan Bapak 

Kasno. Dalam hal ini, peneliti meringkas hasil wawancara keduanya bahwa 

perjanjian yang terjadi antara pengelola dan pemilik lahan sejauh ini 

dilakukan secara lisan saja. Saling percaya merupakan prinsip yang selalu 

mereka pegang. Selain karena masih tetangga, mereka juga mengatakan kenal 

dekat dengan pemilik lahan.
89

 

Mengenai perjanjian bagi hasilnya, Bapak Agus dan Bapak Qomari 

mengatakan bahwa biasanya menggunakan istilah paron atau mertelu. 

Adapun dalam pembagian hasil kerjasama yang diperoleh dari hasil kebun 

singkong tersebut tida iklah berupa jumlah buah yang diberikan, akan tetapi 

dalam bentuk uang dari hasil penjualan singkong setelah dipanen. Bagi hasil 

antara pemilik lahan dan pengelola menurut Bapak Agus dan Bapak Qomari 

akan dibagi dua atau dibagi tiga untuk kerjasama benih atau modal dari 
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pemilik lahan ataupun pengelola. Apabila modal berasal dari pengelola, bagi 

hasil yang diperoleh sepertiga untuk pemilik lahan.
90

 

Bapak Agus dan Bapak Qomari menambahkan bahwa pihak yang 

menentukan bagi hasil adalah pengelola kebun singkong karena menurut 

mereka, merekalah yang mengerjakan dan mereka yang tahu proses 

pengerjaannya. Saat ditanya mengenai kecurangan yang dilakukan, mereka 

enggan memberikan keterangan. Namun menurut mereka, selama ini tidak 

pernah terjadi masalah dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun 

singkong yang mereka jalani.
91

 

C. Implementasi Akad Muzara’ah dalam Praktik Pengelolaan Perkebunan 

Singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah 

Hubungan yang mempunyai akibat hukum banyak dijumpai dalam 

interaksi antar masyarakat yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.
92

 Muamalah menurut perspektif 

Islam adalah tukar manukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat 

dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-

mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha 

lainnya.
93
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Di desa Bukit Baru terdapat 2 bentuk penyerahan bagi hasil yakni 

berupa hasil penjualan dengan memanen sendiri atau hasil uang yang diterima 

dari hasil tebasan. Istilah tebasan merupakan penjualan hasil panen di tempat 

dengan kata lain, hasil tanaman dijual sebelum dipetik. Penyerahan bagi hasil 

di desa Bukit Baru yang berupa hasil uang yang diterima dari hasil tebasan 

adalah gharar sebab mengandung unsur ketidakjelasan. Penjualan dengan 

sistem tebasan dilakukan dimana harga jualnya hanya berdasarkan perkiraan 

semata. Hal tersebut dapat merugikan pihak petani penggarap apabila harga 

jual hasilnya ternyata lebih besar dari harga tebasan. 

Selanjutnya, pada kaidah fikih muamalah akad kerjasama di bidang 

pertanian terbagi menjadi tiga, yaitu akad musaqah, muzara’ah dan 

mukhabarah. Pada akad kerjasama musaqah, mukhabarah, dan muzara’ah 

dari segi hukum, rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan 

para ulama, diantaranya ulama Hanafiyyah, ulama Malikiyyah, ulama 

Syafi‟iyyah, ulama Hanabilah. Empat mazhab ini menjadi rujukan mengenai 

hukum fikih untuk ummat muslim. 

Muzara’ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau 

ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau 

seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik 

tanah.
94

 Mukhabarah ialah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan 

penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si 

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) 
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dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama 

antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan 

dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah.
95

 

Adapun musaqah adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram 

dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen 

dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan. 

Berdasarkan hukum musaqah, petani bertanggungjawab pada lahan dan 

tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi 

imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari 

hasil panennya.
96

 

Sistem bagi hasil lama yang sampai sekarang masih juga dipakai yakni 

paron dan mertelu. Masalah yang mungkin terjadi dari kerjasama paron dan 

mertelu, misalnya kelalaian penggarap sawah yang tidak sungguh-sungguh 

dalam menggarap dan berdampak pada hasil dengan kualitas yang rendah, 

dan juga persoalan di Desa Bukit Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten 

Lampung Tengah yakni tidak semua masyarakat memiliki lahan cukup luas 

dengan adanya kerjasama paron ini dapat membantu menambah pendapatan 

para petani. Sistem bagi hasil yang ada pada Desa Desa Bukit Baru antara 

pemilik lahan dan pengelola akan di bagi dua atau dibagi tiga untuk kerjasama 

benih atau modal dari pemilik lahan ataupun pekerja, jika benih berasal dari 

petani (penggarap) bagi hasil yang diperoleh sepertiga untuk pemilik lahan. 
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Terkadang hasil dari bertani tidak sebanding dengan usaha penggarap dalam 

mengelola lahan, karena yang menentukan maju mundurnya suatu usaha 

adalah pengelola. 

Praktik yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan akad perjanjian. 

Sebeluimnya pemilik tanah sudah membuat suatu perjanjian dengan 

penggarap, bahwa pemeliharaan dan perawatan untuk bibitnya ditanggu ing 

oleh penggarap. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa untuk bagi hasilnya 60% 

untuk pengelola, da in 40% untuk pemilik tanah. Sampai tiba saat panen, 

terjadilah ingkar janji yang mana pihak yang lebih diuntungka in adalah pihak 

pengelola. Pasalnya, ketika panen telah tiba, pemilik tanah tidak terlibat saat 

pencabutan singkong. Karena saat panen pemilik lahan tidak terlibat, dalam 

pembagian hasilnya, petani sering sekali tidak memberikan pembagian hasil 

sesuai ketentuan yang telah disepakati. 

Melihat praktik yang terjadi antara pemilik lahan dan pengelola 

perkebunan singkong dapat dijelaskan bahwa terdapat kecurangan yang telah 

dilakukan oleh pengelola. Kecurangan tersebut yakni saat pencabutan, 

pemilik lahan tidak diberitahu kapan singkong akan dipanen. Setelah selesai 

panen, pengelola baru memberikan laporan bahwa singkongnya telah dipanen 

dan memberikan bagi hasil kepada pemilik lahan. Padahal apabila melihat 

hasil panen, bagian untuk pemilik lahan tidak sesuai dan hal tersebut jelas ada 

pelanggaran kesepakatan yang telah dilakukan oleh pengelola. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru Kecamatan Ana ik Tuha 

Lampung Tengah dilakukan secara lisan, hanya bermodal saling percaya 

antara pemilik lahan dan pengelola. 

Pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru menurut peneliti 

belum sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. 

Hal ini karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh pengelola. 

Kecurangan tersebut yakni saat pencabutan, pengelola tidak memberitahukan 

kepada pemilik lahan kapan singkong akan dipanen. Pemilik lahan tidak 

dilibatkan saat pencabutan singkong. Karena saat panen pemilik lahan tidak 

terlibat, dalam pembagian hasilnya, petani sering sekali tidak memberikan 

pembagian hasil sesuai ketentuan yang telah disepakati. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa 

saran terkait pengelolaan perkebunan singkong di Desa Bukit Baru 

Kecamatan Ana ik Tuha Lampung Tengah sebagai berikut: 

1. Bagi pemilik lahan agar lebih memperhatikan kesejahteraan pengelola 

perkebunan singkong mengingat pengelola lahan merupakan pihak yang 

kekurangan dalam segi modal usaha. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat. 
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2. Bagi pengelola perkebunan singkong agar lebih bertanggung jawab atas 

pekerjaan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik lahan dan bekerja 

keras demi hasil yang memuaskan. 
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